
SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 04 TAHUN 20{ {

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 4 TAHUN 20{ 1

TENTANG

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI BALANGAN,

bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
(BPHTB) telah dilimpahkan kewenangan pengelolaan
pemungutannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 2013);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
(Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 290, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2324);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3987);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang

2.

3.

4.



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3e88);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20Az
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 4265);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4437);

8. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 2OA4

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4438\;

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5Me);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang
Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Karena waris dan Hibah Wasiat (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2000 Nomor 213, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor a030);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang
Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Karena pemberian Hak Pengelolaan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 214, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4031);

l2.Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 tentang
Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena
Pajak bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 215,Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor
4A34;

l3.Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2000 tentang
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nornor. 33 Tahun 1997
Tentang Pembagian hasil Penerimaan Bea Perolehan hak
Atas tanah dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000
Nomor 216);

l4.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4138);



l5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara
Pemberian lnsentif dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 1 19, Tambahan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5161) ;

l6.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
517e);

lT.Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 186/PMK.OT|2A10 dan Nomor 53 Tahun 2010
Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;

lS.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor A2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

lg.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) Sebagaimana dirubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2A1O tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 09);

20.Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 10
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BALANGAN

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG
ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Menetapkan BEA PEROLEHAN HAK



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.

3. Bupati adalah Bupati Balangan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan selanjutnya disebut
DPRD Kabupaten Balangan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Balangan.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang perpajakan
daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.

7. Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas
perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak.

8. Perolehan hak atas tanah atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa
hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan
oleh orang pribadi atau badan.

9. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dapat
disingkat STB, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.

10. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar
yang dapat disingkat SKBKB adalah surat keputusan yang menentukan
besarnya jumlah pajak, yang terutang jumlah kekurangan Pembayaran Pokok
Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

11. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar
Tambahan, yang dapat disingkat SKBKBT, adalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atau jumlah pajak yang telah ditetapkan;

12. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar,
yang disingkat SKBLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah yang telah dibayar lebih besar
daripada pihak yang seharusnya terutang.

13. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil, yang dapat
di singkat SKBN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang
terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar.

14. Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang dapat
disingkat SSB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat
lain yang ditetapkan.

15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar,
atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil yang

di ajukan oleh Wajib Pajak.

16. Putusan Banding adalah Badan Penyelesain Sengketa Pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.



BAB II

NAMA DAN OBJEK PA.JAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak

atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

(2\ Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau
bangunan.

(3) Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :

a. Pemindahan hak karena :

1) Jual-beli;

2) tukar-menukar;

3) hibah;

4) hibah wasiat;

5) waris;

6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

8) penunjukan pembeli dalam lelang;

9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

10) penggabungan usaha;

1 1) peleburan usaha;

12) pemekaran usaha;

13) hadiah.

b. Pemberian hak baru karena :

1) kelanjutan pelepasan hak;

2) di luar pelepasan hak

(4) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. hak milik;

b. hak guna usaha;

c. hak guna bangunan;

d. hak pakai;

e. hak milik atas satuan rumah susun;

f. hak pengelolaan.

Pasal 3

(1) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :

a. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau untuk pelaksanaan
pembangunan guna kepentingan umum;


